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TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menegaskan  bahwa  Penyelenggara berkewajiban
menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban  kepada pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, Rumah Sakit Umum Dacrah
Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan pemberlakuan
standar pelayanan publik;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
Sintang tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Publik
pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen

Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (entang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang
Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6659);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,;

13. Peraturan ...



13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;

14.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
Kinerja

2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pemberlakuan Standar Pelayan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Yth.

NO YA WLN

Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pemberlakuan Standar
dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dilaksanaka

penyelenggara dan pelaksana
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan :
a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;

b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan

sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 18 Januari 2022

TUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HAMMAD DJOEN SINTANG,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di Sintang.

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
Yang bersangkutan untuk diketahui Dan dilaksanakan.

an Publik pada Rumah Sakit

Pelayanan  Publik sebagaimana
n oleh

dalam rangka mewujudkan
dengan asas



